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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari beberapa uraian ini berdasarkan ketentuan -~ ketentuan yuridis
atau Perundang — Undangan yang mengatur legalitas penyelesaian sengketa di
Luar Pengadifan ( Nou Litigasi ) yang dikemal dengan Altetoatit” Dispute
Resolution ( ADR ) atau Alternatil Penyelesaian Sengketa ( APS ) maupun
dari hasil kajian atau penelitian dapat dikemukakan beberapa kesumpulan yaitu
I. Proses éelembagaan Alternatif l’enyelesaianl Sengketa melalui Klinik

Hukum Sekretariat Dacrah  Kabupaten Lowmbok  Timur, dalam

menyelesaikan “ Perkara Perdata “ dan lainnya sccara Mediasi atau

welalui proses Non Litigasi ( di Luar Pengadilan ) pada hakekatnya tidak
jaul berbeda dengan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan

Mediasi di Pengadilan, dan (clah mendapat legalitas secara yuridis yang

diatur dalam ketentuan — ketentuan hukum yaitu :

a. Undang — Undang Nomor 14' Tahun 1970 tentang pokok — pokok
kekuatan Kchakiman, sebagaimana yang telah diubah menjadi
Undang —~ Undang Nomor 4 Tuhun 2004 (entang Kekuasaan
Kchukiman yakni ( dalam kctentuan yang mcngatur Penyclesatan
Sengketa “ sccara sederhana, cepat dan biaya nngan );

b. Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 téntang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun Ketentuan — Ketentuan

lainnya.



Dari berbagai ketentuan — ketentuan yuridis, yang mendasari proses
penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan ( Non Litigast ) maupun proses
pelembagaannya tersebut nampak jelas balwa Kiintk Hukum Sekretanat
Dacrah Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Mediasi yang
mempunyai fandasan hukum dan otoritas ™ Penyelesatan Sengke@ ™
Perdata, Pidana, PTUN, dan lain — fain vang dihadapi atas itikad bark para
pihak untuk mencapai * Kesepakatan “ atau Perdamaran.

. Proscs penyelesaian sengketa, maupun terhadap pelaksanaan perdamatan
oleh ( Klinik Hukum Sckeetariat Dacrah Kabupaten Lombok Timur ) atau
penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan ( Non Litigasi ) tidak memultki
upaya paksa schingga scjak proses awal sampai dengan pelaksanaan
kesepakatan didasarkan atas kesukarelaan atau itikad baik para pihak.
Proses penyelesatannya dilakukan melalui proses Mediasi yang dibantu
oleh Mediator yang bertindak scbagai Hakim { Penengah j yang netral
untuk menyelesaikan sengketa sesual dengan kescpakatan atau keinginan
para pihak yang tertuang &alam “ Akta Perdamaian * yang mengikat para
pihak. Proses penyclesaian sengketa tidak  (erlaiu formal, lebih
mcugc.:dcpunkan azas musyawarah l.m(uk kompromi, azas kemitraan dan
partnership, dan dalam pengambilan kesepakatan dimaksud, disamping
didasari iktikad baik ( kemauan para pihak ) juga dengan memperhatikan
atau didasaci déugan ketentuan — ketentuan yuridis atau hukum materil.

. Hasil kescpakatan yang di;msilknn para pihak dalam * penyelesaian
sengleta perdata di Klinik Hukum Sckretanat Dacrah Kabupaten Lombok

Timur, disamping didasari azas iktikad baik para pihak juga



mengedepankan atau didasarkan pada ketentuan — Ketentean yuridis
schingga * Akta Perdamaian * yang dibuat pata pihak memenuht
ketentuzn hukum yang memiliki “ Kekuatan Mengtkat “ atau “ kekuatan
Hukum Yang Pasti “ ( Inckrah Van Gewidje ). Dengan demikian memilik:
“ Kekuatan Ekschutorial™ atau pelaksanaan hasil kqscpakamn pare pthak
secara sukarela dan memiliki landasan yundis schingga persengketaan
berakhir atau sclesai dengan telah dilaksanakannya kescpakatan dan
memaiuhi perdamaian dimaksud, sehingga tidak akan menempuh upaya

hukum laimn.



